PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 9 TAHUN 1959
TENTANG
PENGUBAHAN TARI F PAJAK RADI O

Presi den Republik | ndonesi a,

Meni nbang :

a. bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara di anggap perlu
unt uk nengubah tarif Pajak Radi o (Undang-undang Paj ak Radio
No. 12 tahun 1947), sebagainmana telah diubah dan ditanbah
dengan Undang-undang No. 21 tahun 1948;

b. bahwa karena keadaan yang nenaksa, perubahan tersebut perlu
segera diatur dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang

Mengi ngat

pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang
Dasar,

Mendengar
Menteri Keuangan:

Menmut uskan:

Menet apkan :
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan
tarif pajak radi o (Undang-undang Paj ak Radio No. 12 tahun 1947).

Pasal 1.

Pasal 4 di ubah dan di baca sebagai beri kut
"Besarnya pajak untuk tiap pesawat penerinma radio ialah tujuh
rupi ah l'ima pul uh sen untuk sebul an takw n"

Pasal 2.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini nulai berl aku
pada hari ditetapkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap
pengenaan paj ak radi o tahun 1960.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini dal am
Lenbar an- Negara Republ i k I ndonesi a.

D t et apkan di Bogor

pada tanggal 26 Septenber 1959,

Presi den Republ ik I ndonesi a,
ttd.

SCEKARNO



D undangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Septenber 1959.
Menteri Mida Kehaki man,

ttd.
SAHARDI O,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEVERI NTAH PENGGANTI
UNDANG- UNDANG NOMCR 9 TAHUN 1959
TENTANG
PERUBAHAN TAR P PAJAK RADI O

Dal am Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini tarip
paj ak radi o di nai kkan dari Rp. 5,- nmenjadi Rp. 7,50 Penerintah
menganggap perlu di nai kkannya jum ah paj ak radi o, nengi ngat
turunnya nilai Rupiah kita, sehingga jun ah peneri naan pungut an
jenis pajak ini tidaklah |agi dapat nenutup biaya-bi aya persepsi
dan |l ain-lain biaya yang bertalian dengan penyi aran. Mengi ngat
fungsi pesawat radi o dal am nmasyrakat, pula bahwa penegang pesawat
radio itu terdapat pada segenap | api san rakyat, maka jum ah
kenai kan ol eh Penerintah di batasi sanpai jum ah yang sekiranya
dapat di pi kul ol eh para wajib pajak yang bersangkut an.

Ter masuk Lenbaran-Negara No. 102 tahun 1959.

D ket ahui :
Menteri Muda Kehaki man,
ttd.
SAHARDJ O,

CATATAN

Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEVMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DI CETAK ULANG
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